implementasi tanggung jawab sosial perusahaan oleh perusahaan Bumitama Gunajaya Agro Group dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan by W, RATIH KUSUMA
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Secara umum pengelolaan sumber daya alam di Indonesia lebih 
didasarkan pada upaya memenuhi kebutuhan investasi dalam rangka 
pemulihan kondisi ekonomi. Kebijakan ini mendeskripsikan bahwa 
pengelolaan sumber daya alam lebih dipandang dan dipahami dalam konteks 
economics sense dan belum mengarah pada ecological dan sustainable 
sense
1
. Praktik pengelolaan Sumber Daya Alam (selanjutnya disingkat SDA) 
tidak memperhatikan aspek kerentanan (vulnerability) dan keterbatasan daya 
dukung dari SDA, kesejahteraan masyarakat lokal/setempat, karyawan, dan 
kerusakan lingkungan. 
Sejak diperkenalkannya konsep pembangunan berwawasan 
lingkungan dalam Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1973,
2
 
sebagai tindak lanjut dari Deklarasi Stockholm tahun 1972 tidak berdampak 
positif terhadap pengelolaan SDA di Indonesia, tetapi justru SDA dijadikan 
sebagai komoditas yang bersifat monopolistic sebagai produk yang sarat 
dengan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Kondisi demikian justru 
mempersulit potensi SDA sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan 
rakyat, baik generasi sekarang maupun akan datang (presen and future 
generation). Sedangkan upaya penegakan hukum (law enforcement) pun 
menjadi terhalang, karena para pelaku usaha dibidang eksploitasi SDA adalah 
mereka yang dekat dengan pusat kekuasaan. 
Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan 
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 GBHN 1973 ini tidak berlaku lagi, tetapi untuk pertama kali konsep pembangunan 
berkelanjutan dirumuskan. 
 
(1)  Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 
Kekeluargaan. 
(2)  Cabang cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai 
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 
(3)  Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh 
negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. 
(4)  Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi 
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, 
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga 
keseimbangan kemajuan dan kemajuan ekonomi nasional. 
 
Dari ketentuan Pasal tersebut di atas dapat dicermati bahwa 
kesejahteraan masyarakat Indonesia tidak semata mata merupakan tanggung 
jawab salah satu pihak saja, akan tetapi tanggung jawab semua yang 
berkepentingan (stakeholders) seperti negara dan pengusaha yang ikut 
menikmati kekayaan negara Indonesia. Sehingga diperlukan peran serta 
pengusaha dalam ikut mensejahterakan masyarakat, terutama pekerja dan 
masyarakat disekitar perusahaan. Mensejahterakan masyarakat di sini 
diartikan memberikan upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, 
yang diwujudkan dalam program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. 
Secara normatif suatu perusahaan harus menjalankan kegiatan 
bisnisnya sedemikian rupa sehingga pada akhirnya akan dapat ikut 
menciptakan suatu masyarakat yang baik dan sejahtera. Bahkan secara 
normatif perusahaan diwajibkan (Pasal 74 Undang Undang Nomor 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas) untuk ikut melakukan kegiatan tertentu 
demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan 
sekitarnya.
3
 
Sebagaimana dikatakan Muh Syarif bahwa konsep Tanggung Jawab 
Sosial Perusahaan dan penerapannya merupakan komitmen terhadap 
berkelanjutan perusahaan. Konsep berkelanjutan dari perusahaan di dalamnya 
mengandung arti perusahaan tersebut mengakui akan pentingnya 
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pertumbuhan untuk mengupayakan tujuan sosial, perlindungan lingkungan, 
keadilan sosial dan keadilan serta pembangunan ekonomi. Menurut Syarif 
dengan mengambil pendapat Jalal disebutkan bahwa konsep berkelanjutan 
perusahaan meliputi:
4
 
1. Pembangunan Berkelanjutan 
2. Corporate Social Responsibility (CSR) 
3. Teori Pemangku Kepentingan 
4. Teori Akuntabilitas Perusahaan dan 
5. Kerangka Keberlanjutan. 
Konsep pembangunan berkelanjutan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu 
pembagunan yang memenuhi generasi sekarang tanpa mengorbankan 
generasi mendatang, jumlah total capital mencakup modal sosial, ekonomi, 
lingkungan, budaya politik dan personal yang ditransfer dari satu generasi ke 
generasi berikutnya, dan menjadi inspirasi utama dalam triple bottom line, 
ekonomi, sosial dan lingkungan. Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan/Corporate Social Responsibility diartikan sebagai upaya 
managemen untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan 
berdasarkan keseimbangan pilar ekonomi, sosial, lingkungan dengan 
meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif. Dengan 
demikian, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bukan merupakan tanggung 
jawab hanya kepada pemilik modal, melainkan kepada seluruh pemangku 
kepentingan yang mencakup kepentingan sosial dan lingkungan.
5
 
Menurut Sutan Remy Sjahdeini terdapat 2 (dua) jenis tanggung jawab 
sosial perusahaan yaitu dalam pengertian luas, tanggung jawab sosial 
perusahaan bertujuan berlangsungnya Sustainable economic activity (kegiatan 
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ekonomi berkelanjutan) dan dalam pengertian sempit merupakan social 
responsibility dari perusahaan dalam hubungan-hubungan perusahaan itu 
dengan pihak-pihak internal dan eksternal perusahanaan tersebut.
6
  
Setelah sekian lama bangsa Indonesia tidak memiliki arah program 
pembangunan jangka panjang, karena Garis Garis Besar Haluan Negara 
(GBHN) sudah tidak lagi digunakan sebagai pedoman pembangunan di era 
reformasi ini, sebagai gantinya Pemerintah pada tanggal 5 Februari 2007 
mengeluarkan  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (selanjutnya 
disebut  RPJPN) 2005-2025 yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 17 
Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025.
7
 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional selanjutnya disingkat 
menjadi RPJPN merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan 
Negara Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan 
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam 
bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional.  
Pelaksanaan RPJPN 2005-2025 terbagi dalam tahap tahap Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (selanjutnya disebut RPJMN)  5 
(lima) tahunan:
8
 
1. RPJM pertama 2005-2009, diarahkan untuk menata kembali 
pembangunan guna menciptakan Indonesia aman dan damai serta adil, 
demokratis dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
2. RPJM kedua 2010-2014, tujuannya memantapkan penataan kembali 
Indonesia dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas 
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sumber daya masyarakat termasuk pengembangan Iptek dan penguatan 
daya saing ekonomi. 
3. RPJM ketiga 2015-2019, memfokuskan pada pemantapan 
pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pada daya saing 
kompetitif perekonomian berdasarkan sumber daya alam dan sumber 
daya manusia berkualitas, serta kemampuan Iptek. 
4. RPJM keempat 2020-2025, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia 
yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui melalui percepatan 
pembangunan dengan menekankan terbangunnya struktur 
perekonomian yang kokoh. 
Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(selanjutnya disebut RPJMN) pertama 2005-2009, mengenai permasalahan 
dan agenda pembangunan, menegaskan bahwa telah terjadi ekses negatif dari 
pembangunan, yaitu timbulnya berbagai kesenjangan, mulai dari kesenjangan 
antar golongan, pendapatan dan pembangunan antar wilayah. Atas fakta 
tersebut, dalam RPJMN pertama 2005-2009 ditegaskan bahwa untuk 
mengatasi dan keluar dari kondisi tersebut, perlu sesegera mungkin 
dikeluarkan berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan itu adalah dengan 
mencantumkan klausul mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 
(selanjutnya disebut sebagai TJSP) dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 
2007 tentang Penanaman Modal
9
 (selanjutnya disebut UUPM) dan Undang 
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
10
 (selanjutnya 
disebut UUPT) sebagai salah satu kewajiban perusahaan (legal 
responsibility). Kemudian sebagai tindak lanjut dicantumkannya klausul 
mengenai TJSP di dalam UUPT, Pemerintah mengeluarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan 
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Lingkungan Perseroan Terbatas
11
 (selanjutnya disingkat PP TJSLPT). UUPM 
menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, sedangkan UUPT 
menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Sedangkan PP 
TJSLPT menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 
Perseroan Terbatas. Selanjutnya Penulis dengan maksud keseragaman dalam 
tulisan ini akan menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan/TJSP. 
Landasan filosofis dalam pembentukan UUPM adalah pembukaan 
Undang Undang Dasar 1945 yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 33, yang 
mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan 
pada demokrasi ekonomi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan 
ekonomi Indonesia. Prinsip demokrasi ekonomi dapat dilihat pada Pasal 33 
ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan “Perekonomian nasional 
diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip 
kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan 
ekonomi nasional”.  Prinsip demokrasi ekonomi yang dijadikan sebagai 
landasan filosofis ini pada dasarnya mengandung makna bagaimana 
menjadikan bangsa Indonesia menjadi negara yang mampu mensejahterakan 
rakyatnya. Konsep ini oleh founding father disebut dengan negara 
kesejahteraan (walfare state).
12
 
Berkaitan dengan itu, bagaimana menjadikan penanaman modal 
menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan 
menjadikannya sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan 
                                                          
11
 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, Tentang Tanggung Jawab Sosial dan 
Lingkungan Peseroan Terbatas, Diundangkan tanggal 04 April 2012, LNRI Tahun 2012 Nomor 
89, TLNRI Nomor 5305. 
 
12
  Konsep welfare state mencakup segenap proses dan sktivitas mensejahterakan warna 
negara dan menerapkan system pelayanan social dan skema perlindungan social bagi kelompok 
yang kurang beruntung. Lihat Edi Suharto,”Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos”, 
makalah , Seminar Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan Melalui Desentralisasi 
Otonomi di Indonesia, Wima MMUGM,tanggal 25 Juli 2006. 
 
berkelanjutan, meningkatkan kepastian dan kemampuan teknologi nasional, 
mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat dalam satu sistem perekonomian yang berdaya 
saing.
13
 
Pasal 15 UUPM, menyebutkan salah satu kewajiban penanaman 
modal yaitu melaksanakan tanggung jawab perusahaan, kemudian apabila 
penanaman modal/perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya 
dikenai sanksi administrative sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 
UUPM. Pasal 34 UUPM menyatakan selain dikenai sanksi administrative, 
penanaman modal/perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat 
dikenai sanksi lainnya sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. 
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam UUPT diatur dalam 
Pasal 74, dimana menyatakan sebagai berikut: 
(1) Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau 
berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung 
Jawab Sosial dan Lingkungan. 
(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan kewajiban perusahaan yang dianggarkan dan 
diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya 
dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 
(3) Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang undangan. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan 
Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
Terhadap ketentuan ini, Sutan Remy Sjahdeini memberikan catatan 
sebagai berikut:
14
 
1. TJSP oleh UUPT telah ditetapkan sebagai kewajiban hukum bukan 
sebagai kewajiban moral yang pelaksanaannya bersifat sukarela. 
                                                          
13
  Penjelasan Umum UUPM . 
 
14
 Sutan Remy Sjahdeini,”Corporate Sosial Responsibility”,Jurnal Hukum Bisnis,Volume 
26 No. 3 Tahun 2007,hlm.65 – 66. 
 
2. TJSP hanya diberlakukan terbatas pada perseroan yang menjalankan 
usahanya di bidang sumber daya alam atau berkaitan dengan sumber 
daya alam. 
3. Apabila perseroan tersebut tidak melaksanakan TJSP dikenakan 
sanksi. 
4. Pendanaan untuk kegiatan TJSP itu dianggarkan dan pengeluarannya 
dapat diperhitungkan sebagai biaya perseroan. 
Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (4) UUPT 
keluarlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 
tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas/PP 
TJSLPT.
15
 PP TJSLPT ini mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan 
lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi 
berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang 
bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun 
perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan Perseroan yang 
serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya 
masyarakat setempat. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) ini, Perseroan yang 
kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam 
diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 
Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan 
tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang 
dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran,
16
 kemudian 
menjadi masalah mengenai ukuran kepatutan dan kewajaran. Sampai 
sekarang belum ada aturan yang jelas mengenai ukuran kepatutan dan 
kewajaran. 
Pasal 4 PP TJSLPT menyebutkan, 
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(1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi 
berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat 
persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran 
dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang 
undangan. 
(2) Rencana kerja tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memuat rencana kerja kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk 
pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 
 
Selanjutnya Pasal 5 PP TJSLPT menyebutkan, 
(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau 
berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan 
rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 
(2) Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan 
lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya Perseroan. 
 
Penjelasan Pasal 5 ayat (1) dijelaskan  
Yang dimaksud dengan “kepatutan dan kewajaran”, adalah kebijakan 
Perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan, dan 
potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan 
yang harus ditanggung oleh Perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya 
yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam 
ketentuan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan kegiatan 
usaha Perseroan.  
  
Sebenarnya jauh sebelum PP TJSLPT disahkan, telah muncul 
Peraturan Daerah mengenai TJSP, salah satunya adalah Peraturan Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Perda Kab. Kobar Nomor 1 Tahun 2012 
tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan).
17
 Dalam 
Penjelasan atas Perda Kab. Kobar  Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, bagian umum dikatakan Perusahaan 
mempunyai peranan penting dalam upaya menggerakan dan mengarahkan 
kegiatan kegiatan pembangunan ekonomi pada khususnya. Oleh karena itu, 
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agar perusahaan dapat melakukan fungsinya dengan baik yang sesuai dengan 
peranannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat 
serta kelestarian lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat 
sehingga perlu dilakukan kebijakan dalam Pengelolaan Tanggung Jawab 
Sosial Perusahaan dengan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan 
merata, bermutu, berdaya guna dan berhasil guna. Terkait dengan tujuan 
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pengelolaan 
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah untuk menciptakan hubungan 
yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya 
masyarakat setempat, serta kemitraan dan bina lingkungan di Kabupaten 
Kotawaringin Barat. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam 
perkembangannya harus dapat mengikuti dan memenuhi kebutuhan 
perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang sangat pesat dewasa ini. 
Selain itu, dimaksudkan untuk menciptakan kesatuan hukum serta memenuhi 
kebutuhan hukum baru yang dapat lebih memacu pembangunan nasional, dan 
menjamin kepastian penegakan hukum.
18
 
Perda Kab. Kobar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dalam Pasal 7 disebutkan: 
(1)  Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terdiri dari kegiatan: 
a. Pendataan perusahaan yang memiliki kewajiban dan dapat 
melaksanakan Tanggung Jawab Perusahaan. 
b. Penyusunan program sosial di Kabupaten Kotawaringin Barat dan 
penghimpunan dana dari perusahaan yang memiliki kewajiban 
dan/atau dapat melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. 
c. Pendistribusian dana dari perusahaan yang memiliki kewajiban 
dan/atau dapat melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. 
(2)  Ruang lingkup tanggung jawab sosial diarahkan melalui 4 (empat) 
program utama, yakni: 
a. Pembangunan sarana prasarana fasilitas umum dan sosial di 
lingkungan Kabupaten Kotawaringin Barat. 
b. Pemberdayaan ekonomi masyarakat. 
c. Kegiatan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan. 
d. Tanggap darurat sosial dan bencana alam. 
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 Penjelasan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun  
2012 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6. 
Selanjutnya dalam Pasal 18 menyebutkan mengenai ketentuan besaran 
dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, yakni: 
(1) Penentuan besarnya dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan harus 
memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan perusahaan. 
(2) Penentuan besarnya dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebesar 
1 sampai dengan 3% dari laba bersih perusahaan setelah dipotong 
pajak. 
 
Jika menilik lebih lanjut pengaturan ketentuan besaran dana Tanggung 
Jawab Sosial Perusahaan dalam Pasal 18 tersebut sama sekali tidak 
tercantum/tidak diatur dalam UUPM dan  UUPT, serta PP TJSLPT. Pasal 15 
UUPM hanya menyatakan setiap penanam modal berkewajiban salah satunya 
adalah melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, lalu ada sanksi 
administrative dan sanksi lainnya bagi perusahaan yang melanggar. UUPM 
sama sekali tidak memuat masalah dana Tanggung Jawab Sosial.  Lalu Pasal 
74 UUPT menyatakan hanya perusahaan yang menjalankan usahanya 
dibidang dan/atau yang berkaitan SDA diwajibkan melaksanakan TJSP, 
kewajiban tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya 
perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan 
dan kewajaran. Terhadap Perseroan yang yang tidak melaksanakan akan 
dikenai sanksi. Lalu Pasal 5 ayat (1) PP TJSLPT menjelaskan kegiatan 
tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh Perseroan 
dilakukan berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris dan RUPS sesuai 
dengan anggaran dasar Perseroan yang besarnya memperhatikan kepatutan 
dan kewajaran. Penjelasan mengenai “kepatutan dan kewajaran” dalam Pasal 
5 dijelaskan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) UUPT yang menyatakan 
perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan 
dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan 
lingkungan. Bumitama Gunajaya Agro Group adalah kelompok perusahaan 
yang bergerak dibidang perkebunan dan pabrik kepala sawit. Saat ini 
Bumitama Gunajaya Agro Group (selanjutnya disebut BGA Group) 
beroperasi di 3 (tiga) propinsi yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat 
dan Riau. Unit usaha BGA Group terdiri dari perkebunan kelapa sawit seluas 
149.683 Ha (planted area) dan 8 pabrik pengolahan kelapa sawit (milis) 
dengan total kapasitas 3.060.000 ton per tahun (data pencapaian Desember 
2013).
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Sebagai bagian dari komitmen BGA untuk ikut serta dalam 
memajukan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar perusahaan, 
telah dilaksanakan program TJSP, yang terdiri dari:
20
 
- Ikut memajukan ekonomi dan kehidupan sosial  masyarakat sekitar 
perusahaan, membeli dari petani setempat, penyalur dan kontraktor. 
Sehubungan dengan hal ini, BGA memberikan pelatihan, konsultasi 
dan fasilitas usaha kepada masyarakat sekitar perusahaan. 
- Membangun hubungan baik dengan pemerintah daerah dan pelaku 
kepentingan (stakeholder) lainnya. 
- Memberikan dukungan pembiayaan (financial) untuk pembangunan 
infastruktur dan pemberdayaan sosial seperti pendidikan, kesehatan, 
kebudayaan, keagamaan, dan lingkungan di setiap area/wilayah 
perusahaan. 
Khusus di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan 
Tengah, BGA Group  menaungi PT Bumitama Gunajaya Abadi (disebut PT 
BGB), dengan luas areal sekitar 26.900 ha
21
 dan PT. Andalan Sukses 
Makmur (disebut PT.ASMR). Program TJSP yang dilakukan adalah
22
 
1. Pendidikan. 
Membangun sekolah mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) 
15 unit, Sekolah Dasar (SD) 10 unit, Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) 3 unit, hingga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1 unit di 
areal Perkebunan.  Secara keseluruhan telah dibangun 29 sekolah, 
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 www.Bumitama.com/about us,diakses hari Rabu tanggal 23 Maret 2016,jam.15.00 wib. 
  
20
 http://www.bumitama-agri.com/csr-programme.html, diakses hari Selasa tanggal 05 
Mei 2016, jam.11.00 wib. 
  
21
 Sosial Impact Assesment PT.Bumitama Gunajaya Abadi, Provinsi Kalimantan Tengah. 
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 www.bumitama.com/csr, diakses hari Rabu tanggal 23 Maret 2016, jam 16.00 wib. 
dengan total jumlah siswa yang telah diterima lebih dari 3.500 siswa 
(data per Desember 2013). Dilaksanakan juga beberapa kegiatan 
pendidikan seperti cerdas cermat, memberi beasiswa kepada siswa 
berprestasi serta mengadakan program pelatihan guru. 
2. Kesehatan. 
Dilaksanakan program pemeriksaan kesehatan karyawan secara 
berkala di setiap kebun, serta pelaksanaan pengobatan gratis secara 
isidentil, lalu dilakukan program pencegahan seperti pengasapan 
(fogging) untuk mencegah DBD. 
3. Sosial. 
Membantu kegiatan ibu-ibu PKK di sekitar perkebunan,  
membantu pengadaan mesin genset. 
4. Keagamaan. 
Pelaksanaan aktivitas keagamaan yang rutin direalisasikan dalam 
kegiatan Safari Ramadhan, lalu bagi umat Kristiani, BGA Group 
membantu perayaan Natal. Tidak sebatas membantu 
menyelenggarakan kegiatan rohani, perusahaan juga berperan aktif 
membangun fasilitas ibadah bagi karyawan dan warga. 
5. Lingkungan. 
Program TJSP lingkungan dimulai dari internal perusaaan dengan 
memberdayakan pemukiman karyawan menjadi lingkungan hijau. 
Perkarangan perumahan karyawan ditingkatkan kualitasnya menjadi 
lahan subur yang menghasilkan tanaman obat serta sayur mayur dan 
buah-buahan. Lalu membangun pabrik kompos dari limbah sawit, baik 
padat maupun cair. Pabrik ini memungkinkan residu kelapa sawit 
tidak sia-sia dan mengotori lingkungan, sebaliknya meningkatkan 
kualitas tanah.
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Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas penulis 
tertarik untuk menyusun tesis dengan judul “IMPLEMENTASI 
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN OLEH PERUSAHAAN 
                                                          
 
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BUMITAMA GUNAJAYA AGRO 
GROUP DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN 
MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 1 TAHUN 2012 
TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL 
PERUSAHAAN” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut pokok masalah yang 
ingin penulis angkat pada tesis ini adalah: 
1. Bagaimanakah implementasi TJSP pada Perkebunan Kelapa Sawit 
Bumitama Gunajaya Agro Group  dalam meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat berdasarkan Perda Kab.Kobar No.1 Tahun 2012 tentang 
Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan? 
2. Apakah hambatan yang dihadapi Perusahaan Perkebunan Sawit 
Bumitama Gunajaya Agro Group  di Kabupaten Kotawaringin Barat 
dalam mengimplementasikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 
sebagai meningkatkan kesejahteraan masyarakat ? 
3. Solusi apa saja yang telah dilakukan Perusahaan Perkebunan Sawit 
Bumitama Gunajaya Agro Group di Kabupaten Kotawaringin Barat 
dalam menghadapi hambatan hambatan tersebut? 
 
C. Tujuan  Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penilitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Tujuan Umum. 
Adapun tujuan umum dalam penelitian tesis ini, yaitu: 
a) Untuk mengetahui, dan menganalisis apakah implementasi 
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berdasarkan Perda Kobar 
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan Perda Kab. Kobar 
No.1 Tahun 2012. 
b) Untuk mengetahui, dan menganalisis hambatan dari implementasi 
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dilaksanakan oleh BGA 
Group. 
c) Untuk memberikan sumbangan pemikiran mengenai solusi atas 
hambatan  dalam implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 
yang dilaksanakan oleh BGA Group. 
2. Tujuan Khusus. 
Adapun tujuan khusus dalam penelitian tesis ini, yaitu: 
a) Untuk memperoleh data yang lengkap guna menyusun tesis yang 
merupakan syarat untuk memperoleh gelar derajat magister 
program studi ilmu hukum konsentrasi hukum bisnis pada program 
pasca sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
b) Untuk menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman penulis 
terhadap teori-teori dan peraturan hukum yang diterima selama 
menempuh kuliah. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang akan dicapai dalam penelitian tesis ini adalah: 
1. Manfaat Praktis. 
a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang 
berkepentingan dalam penelitian ini, yaitu pihak BGA Group, pihak 
Dinas Perkebunan 
b. Untuk melengkapi syarat akademik guna mencapai jenjang magister 
bidang ilmu hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
c. Untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tertentu secara sistematis 
dan berusaha memecahkan permasalahan yang ada tersebut dengan 
metode ilmiah sehingga menunjang pengembangan ilmu 
pengetahuan yang pernah penulis terima selama masa perkuliahan. 
 
 
2. Manfaat Teoritis 
a. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang 
diteliti. 
b. Dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai acuan bagi 
peneliti lain apabila memiliki penelitian yang sama dengan penulis 
teliti. 
 
